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Tradisi masyarakat nelayan di sektor perikanan khususnya di Aceh tidak
lepas dari pengaruh hukum adat. Perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang 
dilaksanakan oleh nelayan tradisional dengan pemilik boat dilakukan secara lisan, 
sehingga  sering terjadinya  perselisihan.  Perselisihan yang ditimbulkan tersebut
harus ada pihak lain yang bertindak sebagai penengah. Dalam hal perikanan, 
khususnya di Aceh yang menjadi pihak  penengah  adalah lembaga peradilan adat 
laot yang dipimpin oleh panglima laot yang diangkat dan dianggap  oleh 
masyarakat nelayan  sebagai pihak yang lebih dituakan secara hukum adat untuk 
menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Lembaga panglima laot ini telah diakui 
keberadaannya berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2006.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab  terjadinya 
sengketa,  hambatan dalam penyelesaian sengketa, dan  proses penyelesaian 
sengketa bagi hasil tangkapan ikan melalui lembaga peradilan adat laot. 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang dilakukan 
dengan cara menganalisis permasalahan di lapangan dengan melakukan 
wawancara juga mengacu kepada data kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  penyebab terjadinya  sengketa 
disebabkan faktor kebiasaan yang dianut oleh masyarakat nelayan  yaitu 
melangsungkan perjanjian secara  lisan, sehingga dengan mudah timbulnya 
perselisihan yang dilakukan oleh salah satu pihak, ditambah iktikad tidak baik dari 
para pihak.  Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa bagi hasil 
tangkapan ikan melalui peradilan adat laot adalah sulitnya mempertemukan para 
pihak, emosi yang tinggi dan tidak terkontrol serta  kurangnya pemahaman akibat 
rendahnya tingkat pendidikan para pihak.  Proses penyelesaian sengketa bagi hasil 
tangkapan ikan dilakukan  dengan cara bermusyawarah dan bermufakat  melalui 
lembaga peradilan adat laot yang di pimpin oleh panglima laot. 
Disarankan  kepada  para  pihak  agar  menjalankan  dan mematuhi  segala 
aturan-aturan  yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian,  guna 
meminimalisir terjadinya perselisihan.  Disarankan kepada panglima laot  agar 
setiap peristiwa yang terjadi baik itu dalam bentuk sengketa maupun dalam bentuk 
pelanggaran di wilayah laut untuk di dokumentasi. Disarankan kepada pemerintah 
khususnya Dinas Perikanan memberikan sosialisasi mengenai Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.
